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BAB VI 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

6.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan Upaya penanganan 

perempuan korban kekerasan seksual pada masa pandemi COVID – 19 oleh Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota 

Bandung sebagai unit yang memberikan pelayanan dalam penanganan korban 

kekerasan termasuk kekerasan seksual pada perempuan, dapat dikatakan bahwa 

perbedaan yang terjadi dalam penanganan sebelum adanya pandemi dengan setelah 

adanya pandemi hanya pada penambahan official whatapps account yang dibuat 

demi mempermudah klien dalam melaporkan tindak kekerasan ataupun 

melaksanakan penanganan, setelah adanya official whatapps account ini pun 

konseling bisa dilakukan denga online maupun offline, seluruh tindakan bisa 

disesuaikan dengan kondisi karena penanganan yang diberikan oleh UPTD PPA 

Kota Bandung bersifat flexible. 

 Dengan adanya fitur baru yaitu official whatapps account dinilai sangat 

membantu masyarakat atau klien dalam pelaporan. Calon klien yang memang belum 

pernah mendapatkan penanganan akan sangat dimudahkan dengan melalui official 

whatapps account karena ia tidak akan dicurigai ataupun takut ketahuan oleh pelaku 



  105 

 

 

dalam pelaporan tindak kekerasan seksual serta klien yang sudah mendapatkan 

penanganan sangat dimudahkan juga untuk membuat janji konseling dengan para 

konselor, jika memang berhalangan atau bentrok dengan waktu yang telah 

ditentukan, konseling bisa dilakukan dengan mereschedule jadwal atau konseling 

awal menggunakan fitur videocall. Hanya saja kendala yang terjadi di lapangan 

dalam melakukan konseling online melalui videocall terdapat pada jaringan yang 

tidak selalu stabil dan hal ini pun akan menghambat jalannya konseling online, jika 

memang klien berhalangan hadir dalam konseling offline.   

 

  6.1.1. Identifikasi Masalah 

Klien yang melapor mengenai tindakan kekerasan seksual akan 

mendapatkan konseling awal terhadap masalahnya yang dilakukan oleh 

lembaga pelapor pertama, sesuai dengan adanya koordinasi dan kolaborasi 

terhadap lembaga yang bekerjasama dengan UPTD PPA Kota Bandung. 
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SKEMA IDENTIFIKASI MASALAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Proses Hukum KUHAP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Penerimaan Aduan : 
- Kepolisian 

- Lembaga bekerja 
sama dengan UPTD 
PPA Kota Bandung 

- Call center UPTD 
PPA Kota Bandung 

- Whatapps Official 
 

UPTD PPA 

Penanganan 
Sesuai SOP UPTD 

PPA Kota Bandung 

Kepolisian Pengadilan 
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6.1.2. Assesment (Penilaian) 

Klien melaksanakan assessment dengan melakukan konseling yang 

dilakukan oleh konselor psikolog dan psikolog, visum melalui laporan 

kepolisian atau MCU untuk menentukan ‘resep’ dalam menjalankan 

penanganan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Bandung. 

6.1.3. Rencana Intervensi 

Hasil penilaian akan menentukan ‘resep’ penanganan, rencana berupa 

koordinasi dan kolaborasi dari beberapa lembaga yang bekerja sama dengan 

UPTD PPA Kota Bandung misalnya kepolisian untuk melanjutkan proses 

hukum.  

6.1.4. Pelaksanaan Intervensi 

Setelah mendapatkan ‘resep’ pelaksanaan penanganan dilakukan 

dengan konseling minimal 1 minggu sekali, koordinasi dengan kepolisian 

ketika korban menempuh jalur hukum, dan klien diminta mengerjakan ‘PR’ 

untuk melihat perubahan yang terjadi.  

6.1.5. Monitoring dan Evaluasi 

Baik atau buruknya perubahan yang diberikan oleh klien menentukan 

tindakan selanjutnya, evaluasi dilakukan ketika korban mendapatkan perubahan 

yang buruk dan pihak UPTD PPA Kota Bandung tetap melakukan monitoring 

untuk perubahan selanjutnya.  
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6.1.6. Terminasi 

Terminasi dilakukan ketika klien mendapatkan perubahan yang baik, 

atau klien yang sudah tidak melaksanakan penanganan dari awal dikarenakan 

adanya tekanan dari factor eksternal.  

 

6.2. Rekomendasi 

 Rekomendasi yang diberikan yaitu DP3A Kota Bandung dapat berkoordinasi 

secara langsung dan baik dengan UPTD PPA Kota Bandung dalam pelaporan serta 

penanganan perempuan korban kekerasan termasuk kekerasan seksual di Kota 

Bandung. Agar pelaksanaan administrasi publik dalam penanganan ini berjalan 

karena pada dasarnya administrasi public pun berperan dalam pengkoordinasian 

untuk menjalankan setiap kewajiban dalam mencapai tujuan bersama.  

 Koordinasi yang dilakukan ialah dalam bentuk perlimpahan kasus yang 

diterima oleh DP3A Kota Bandung kepada UPTD PPA Kota Bandung, karena 

UPTD PPA akan mendapatkan jumlah yang berbeda jika memang ada calon klien 

yang melapor hanya kepada UPTD PPA, ataupun sebaliknya dan jika ada calon 

klien juga yang melapor kepada dua lembaga tersebut sekaligus. Koordinasi yang 

dilakukan oleh UPTD PPA dengan lembaga – lembaga lainnya dalam pelaporan 

korban kekerasan seksual perlu ditingkatkan agar korban segera mendapatkan 

pelayanan serta penanganan yang nantinya akan diberikan oleh UPTD PPA Kota 

Bandung sebagai Unit Pelaksana penanganan Korban Kekerasan Seksual. Maka dari 
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itu perlu adanya koordinasi agar bisa terlihat, terkait penanganan yang diberikan 

oleh pemerintah berhasil dan dapat menurunkan tingkat kasus kekerasan seksual 

pada tahun berikutnya.  

 

6.2.1 Assesment (penilaian) 

Pada bagian ini, peneliti menyarankan untuk setiap Perempuan korban 

kekerasan seksual yang melapor kepada UPTD PPA Kota Bandung agar dapat 

melakukan tindakan MCU dengan rumah sakit atau puseksmas terkait, agar 

mengetahui kondisi korban jika memiliki penyakit menular, karena 

dikhawatirkan setiap tindak kekerasan seksual yang terjadi rentan mendapatkan 

penyakit menular (IMS) ataupun HIV.  

 

 Adapun terkait identifikasi masalah, rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, 

monitoring dan evaluasi serta terminasi, penulis tidak memiliki rekomendasi karena 

sudah dipandang baik dalam pelaksanaan setiap tahapnya. 
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